GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR ' TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Mengingat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
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. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400j};
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tetang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757});
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68635);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 926});

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
Normor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan Laporan Realisasi Anggaran terinci dan
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.




Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan......c.c... ..ol Rp10.965.288.224.934,90

b. Belanja dan Transfer........... Rp10.908.424.497.431,90
Surplus..cococaoimiieiieenns Rp 56.863.727.503,00

c. Pembiayaan
1. Penerimaan .......c.cc.eeeene. Rp 154.808.628.910,91
2. Pengeluaran ..........ee.e..e. Rp 103.177.705.206,55
Pembiayaan Netto Rp 51.630.923.704,36
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp464.285.501.523,10 dengan rincian sebagai berikut :

1.Anggaran pendapatan setelah

perubahan....c...cccviiiiiiinnininiennnn. Rp 11.429.573.726.458,00
2. Realisasi...ccverirrirenernrrernrenenirnnians Rp 10.965.288.224.934,20
Selisih Kurang Rp 464.285.501.523,10

Selisih  anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp705.460.305.714,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah

perubahan .......ccceevvvninininninnnn. Rp 11.613.884.803.146,00
2. Realisasi...c.cc.covvvenieiiiiiininninnn. Rp 10.908.424.497.431,90
Selisih Kurang Rp 705.460.305.714,00

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp241.174.804.191,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran setelah perubahan........ (Rp 184.311.076.688,00}
2. RealiSasi.cceaereracieiererenenrnraracaesnes Rp 56.863.727.503,00

Selisih Lebih Rp 241.174.804.191,00

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp134.502.447.777,09 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan..........cocovvvveennes Rp 289.311.076.688,00
2. RealiSasi .. iiciciiiirenereeesnennsennaeanas Rp 154.808.628.910,91




Selisih Kurang Rp 134.502.447.777,09

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rpl.822.294.793,45 dengan rincian sebagai berikut:

1.-Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan..................... Rp 105.000.000.000,00
2. Realisasi....cccoevieiiiiiiiiniiiiiiininines Rp 103.177.705.206,55
Selisih Lebih Rp 1.822.294.793,45

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp132.680.152.983,64 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan....c.coceeeeennee. Rp 184.311.076.688,00
2. Realisasi...cicenriniciirceneeees Rp 51.630.923.704,36
Selisih Kurang Rp 132.680.152.983,64

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per
31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset ......... eeeeareereereereenennon Rp 35.268.052.004.436,40

b. Jumlah Kewajiban......c.ccoociviiicnnne. Rp 1.294.541.775.385,99

c. Jumlah ERITAaS .coccvviiiiiiiirreninnrnnnns Rp 33.973.510.229.050,40
Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf ¢ untuk tahun vyang berakhir sampai dengan
31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari Rp 74.596.229.326,20

2024 ... e e e

b. Utang Perhitungan Fihak Ketiga... (Rp 256.532,00)

c. Saldo Kas awal di Bendahara Rp 433.268,00
Pengeluaramn...cccceeerereciiiiiniiinninnn

d. Saldo Kas awal di Bendahara Rp 59.221.418,00
Penerimaan.....ccccocecvviviiinnvnnnnns.

e. Saldo Kas di Bendahara BOS....... Rp 32.348.745.489,00

f. Koreksi Saldo Awal Kas di Rp 0,00
Bendahara BOS......ccoovvveiiiannnin.

g. Saldo Awal Kas di BLUD.............. Rp 47.716.403.161,71

h. Saldo Kas Lainnya.......cceeevveneennnne Rp 87.634.747,00

i.  Arus Kas dari aktivitas Operasi.... Rp 1.359.527.683.163,71

j.  Arus Kas dari aktivitas Investasi.... (Rp 1.302.528.147.851,71)

k. Arus Kas dari aktivitas (Rp 103.177.705.206,55)
Pendanaan......c.c.ccvvivmivnnnecnnnenn.

1.  Arus Kas dari aktivitas (Rp 1.547.012.574,00)
TransitoriS...ceeccvieriirirrerareererennns

m. Saldo Kas akhir per 31 Desember Rp 108.630.497.515,36
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Pasal 6

' Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf d per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a.
b.

i

Jumlah Pendapatan LO................ Rp 10.365.816.757.578,48
Jumlah Beban LO. ..c..ccceiviiiiiinnnnee. Rp 10.617.695.066.267,88

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024 adalah

sebagai berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal... Rp 154.808.667.409,91
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
‘ Pembiayaan Tahun Berjalan.... Rp 154.808.628.910,91
‘c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran (Silpa/SIKPA)....... Rp 108.494.651.207,36
_d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Rp 0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 108.494.689.706,36

Pasal 8

' Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf f per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

oo TP

Jumlah Ekuitas Awal........c....c..... Rp 34.039.832.496.861,20

Surplus/Defisit LO......ccocenvvnnnnnnee. (Rp 16.259.495.007,90)

Koreksi Nilai Persediaan......cccveeue... Rp 69.772.766,00

Koreksi Ekuitas Lainnya......ccceeueeee (Rp 50.132.545.568,89)

Ekuitas AKBIr «..ccovevvvrennvnnieniinninianns Rp 33.973.510.229.050,40
Pasal 9

, Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif
. maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

!
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Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

a.

Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

LampiranI. 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Lampiran 1. 2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah yang diklasifikasi —menurut
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Lampiran . 3

Lampiran L. 4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VIL
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX
Lampiran XX.1

Lampiran XX.2
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Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Rincian Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,

Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisthan Piutang
tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pengerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Sub  Kegiatan yang  belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan  kembali dalam = Tahun
Anggaran berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan
Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah;
Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba /
Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/
Perusahaan Daerah.




B
Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran terinci sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ sampai dengan Lampiran XIX Peraturan
Daerah ini; dan

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 AGUSTUS 2025
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Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 AGUSTES 2025

H
SELATAN,

SEKRETARIS DA
PROVINSI SUMATE

EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (1-1e1 /2025)




Lampiran 1.2

Nomor

Tanggal

PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

1 Tahun 2015
27 Agustus 2025

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode
A URAIAN »GARAN 200 E. ISASI 2024 o EALIS,
Rekening J FGARAN 2024 REALISASI 202 Y 2024 REALJ
1 2 3 4 S=(4/3)* 10 6

4 PENDAPATAN DAERAH 11.429.573.726.458,00 10.965.288.224.934,90 95,94 98T L340.904.349.80
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.236.576.566.867,00 5.312.548.123.255.90 10145 5.199.841.748.586.80
4101 Pajak Dacrah 4.421.557.653.495.00 4.744.701.180.376,87 107.31 4.649.349.674.256 16
4.1.02 Retribusi Dacrali 7.484.658.673.00 8.225.836,940,00 109,90 13.182.254 856 40
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan 165.607.917.094,00 138.824.929.544.35 8383 223,885 947.856,26
4104 Lain-lain PAD yang Sah 641.926.337.605,00 420.796.176.394,68 6555 313.423.871.61798

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.236.576.566.867.00 5.312.548.123.255.90 10145 S5.199.84 1.748.586,80
42 PENDAPATAN TRANSFER 6,188.978.191.591,00 5.648.721.133.679,00 91.27 4.667.616.469.087,00
4201 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 6.188.978.191.591.00 5.648.721.133.679,00 91,27 4.667.616.469.087.00

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 6.188.978.191.591,00 5.648.721.133.679.00 127 4.667.616.469.087,00
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 401896800000 4.018.968.000,00 100,00 3.882.686.676,00
4301 Peadapatan Hibah 4.018.968.000,00 4.018.968 000,00 100,00 3.882.686.676.00

JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.018.968.000,00 4.018.968.000,00 100,00 3.882.686.676.0H

JUMLAH PENDAPATAN 11.429.573,726,458,00 10.965.288.224.934,90 95,94 9.871.340.904.349,80
5 BELANJA DAERAH 11.613.884.803. 146,00 10.908.424.497.431,90 93,93 9.653.373.230.507,08
51 BELANJA OPERASI 5.572.610.963.162,00 5.308.864.484.748,94 9527 4.913.125.539.885,87
5.1.01 Belanja Pegawai 2:662.226.612.724.00 2.529.375.704.900,00 95,01 2. 158.618.753.463,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.316.980.631.756,00 2205615.578.219.94 95,19 2297.7T32.037.187.87
5103 Belanjs Bunga 2.900.000.000,00 2.786.684.555,00 96,09 8817 133.250,00
5105 Belanja Hibah 580.503 718.682,00 561.105.467.074,00 96,66 447.957.615.955.00
5106 Belanja Bantuan Sosial 10.000.000.000.00 9.981.050.000,00 9981 0.00

JUMLAH BELANJA OPERASI 5.572.610.963.162,00 5.308.864.484. 748,94 9527 4.913.125.539.885,87
52 BELANJA MODAL 1.472.333.805.414,00 1.303.072,011.451,71 88,50 1.239.943.154.568,99
5201 Belanja Modal Tanah 2.382.000,000,00 T01.091.433.00 2943 1.743.753 503,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 383.076.710.666,00 272.576.659.179,00 LIS 363.526.584 860,00
5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 275.873.524.T18.00 260.181.034.813,71 94,31 266.557.790.089,12
5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 751.874.329.402.00 699.678.969.706,00 93.06 541 178.479.003.87
5205 Belanja Modal Asct Tetap Lainnya 54.365.258.374.00 66.149.063_ 496,00 121,68 65.940.480.613.00
5206 Belanja Modal Aset Lainnya 4.761.982.254,00 3.785.192.804,00 T9.49 996.066.500,00

JUMLAH BELANJA MODAL 1.472.333.805.414.00 1.303.072.011.451,71 88.50 1.239.943.154.568,99
53 BELANJA TIDAK TERDUGA 201.794.414.409,00 £2.301.295,00 038 000
53.01 Belamja Tidak Terduga 21.794.414.409.00 82.301.295,00 038 0,00

JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA 21794414409 00 $2.301.295,00 03% LU
54 BELANJA TRANSFER 4.547.145.620.161,00 4.296.405.699.936,25 M49 3.500.304.536.052,22
5401 Belanja Bagi Hasil 2.399 583 626.924,00 2.399.428 901.098,00 99,99 2179.118.758.571.00
54.02 Belanja Bantuan Keuangan 2,147.561.993.237,00 1.896.976. 798 838,25 88,33 1321185777481 22

JUMLAH BELANJA TRANSFER 4.547.145.620.161,00 4.296,405.699.936,25 94,49 3.500.304.536.052,22

JUMLAH BELANJA 11.613.884.803. 146,00 10.908.424.497.431,90 93,93 9.653.373.230.507.08

SURPLUS/DEFISIT (184.311.076.688,00) 56.863.727.503,00 (30,85) 217.967.673.842,72
6 PEMBIAYAAN DAERAH 184.311.076.688,00 51.630.923.704,36 2801 (63.159.006.432,81)
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 289.31 1.076.688,00 154.808,628.910,91 851 312.795.834.055,19
6101 Sisa Lebih Perhiungan Anggaran Tahun Sebelumnya 289.311.076.688,00 154.808.628.910,91 53.51 322.795.834.055,19

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 289.311.076.688,00 154.808.628.910,91 5351 322.795.834.055,19
62 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1035,000,000,000,00 103.177.705.206,55 98,26 385.954.840.488,00
6.203 Pembayaran Cicilan Pokok Utang vang Jatuh Tempo 105 000,000 000,00 103.177.705.206.55 98,26 IR5.954 B40 488,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 105,000,000.000,00 103.177.705.206.55 98,26 IB5.954.840.488,00

PEMBIAYAAN NETTO 184.311.076.688,00 51.630.923.704,36 28,01 (63.159.006,432.81)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0.00 108.494.651.207,36 000 154.808.667.409.91

PALEMBANG, 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU




